PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa air merupakan sumber daya alam untuk
memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu dipelihara
kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan
kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;

bahwa agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan
dengan tingkat mutu yang diinginkan, perlu dilakukan
upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air dengan memperhatikan kepentingan
generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan
ekologis;

bahwa pembuangan air limbah di lingkungan
permukiman, permukiman pinggiran sungai, kawasan
industri, rumah sakit, dan/atau kawasan lain yang
menghasilkan limbah belum memenuhi standar teknis
pengelolaan limbah sehingga mengakibatkan
pencemaran air, tanah dan air sungai sehingga
menurunkan fungsi serta peruntukan komponen air,
tanah dan air sungai serta berbahaya bagi kesehatan
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Izin
Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);




10.

11,

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan
Pencemar Organik yang Persisten) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3910);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2
Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi
Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan,;



24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3
Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi
Kawasan Industri;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi
Industri Gula;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6
Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi
Industri Rokok dan/atau Cerutu,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak
Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17
Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat
dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan
Izin Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP.02/MENLH/1998 tentang Pedoman Penetapan
Baku Mutu Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR
LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Jombang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang;

Bupati adalah Bupati Jombang;

Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Jombang;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang;

Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah yang bertanggungjawab melakukan
pengawasan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup
termasuk manusia dan perilakunya yang mempenga-
ruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain;

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Air adalah semua air yang terdapat dan di bawah
permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;

Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan
di bawah permukaan tanah termasuk dalam
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau,
situ, waduk dan muara;

Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya memelihara air
sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai
peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air
tetap dalam kondisi alamiahnya;

Pengendalian  Pencemaran  Air adalah upaya
pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta
pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air
agar sesuai dengan baku mutu air;

Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan
diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai
masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan
tertentu;

Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk
setiap kelas air;
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Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam air;

Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang
menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada
suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan
membandingkan dengan baku mutu air yang
ditetapkan,;

Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain
ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga
melampaui baku mutu air limbah yang telah
ditetapkan;

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

[zin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang harus
dimiliki oleh setiap orang atau badan yang
menggunakan sumber air sebagai tempat pembuangan
air limbah;

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha
dan/atau kegiatan yang berwujud cair;

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal
dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah
makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan
asrama;,

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat UKL-UPL, adalah  pengelolaan dan
pemantauan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Usaha atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
lingkungan hidup serta menyebabkan dampak
terhadap lingkungan hidup;

Sumber Pencemaran adalah setiap kegiatan yang
membuang dan memasukkan makhuk hidup, zat,
energi, dan komponen lain dalam ukuran batas atau
kadar tertentu kedalam sumber air;

Daya  Tampung Beban Pencemaran adalah
kemampuan air pada suatu sumber air untuk
menerima masukan beban pencemaran tanpa
mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar;



28. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya
disebut IPAL adalah rangkaian unit pengolahan
pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua
dan pengolahan tersier bila diperlukan beserta
bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan
untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai
standar kualitas tertentu;

29. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang
selanjutnya disebut SKPD Teknis, adalah SKPD yang
membidangi lingkungan hidup;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air dan Izin
Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada
tanah.
BAB III
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Setiap orang dan/atau badan usaha vyang
melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah ke

sumber air, kecuali limbah rumah tangga perorangan
wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.

(2) Tata cara dan persyaratan Izin Pembuangan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Pasal 4
(1) Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib
untuk:
a. mengolah limbah yang dihasilkan;

b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air
limbah yang boleh dibuang;

c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air
limbah;

d. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana
dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

e. memenuhi persyaratan untuk melakukan
pemantauan mutu dan debit air limbah;

f. membuat saluran pembuangan air limbah tertutup
atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan
air limbah ke lingkungan;

g. memasang alat ukur debit pembuangan air limbah;

h. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh
hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak
lingkungan; dan



(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

i. melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil
swapantau kepada Badan.

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah dilarang

untuk:

a. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam
satu saat atau pelepasan dadakan,;

b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya
penataan batas kadar yang dipersyaratkan;

c. membuang limbah padat, gas serta limbah bahan
berbahaya dan beracun ke dalam air; dan

d. membuang air limbah ke sungai yang air
limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berlaku selama S (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Ketentuan mengenai perpanjangan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembaharuan Izin
Pasal 6
Pembaharuan izin dilakukan apabila terjadi:

a. perubahan peraturan perundang-undangan yang
menjadi acuan penerbitan izin;

b. perubahan proses produksi atau teknologi proses
produksi yang potensial mempengaruhi kualitas
dan/atau kuantitas air limbah yang dihasilkan;

c. perubahan teknis pembuangan air limbah;

d. perubahan titik penataan karena adanya
penambahan sarana pengolahan,;

e. pengalihan perusahaan dari penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak
lain; dan

f. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan 1izin baru kepada Bupati setelah
diberlakukannya perubahan peraturan perundang-
undangan yang baru.

Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan
cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan
tersebut dilaksanakan.



(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Pencabutan Izin
Pasal 7

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. berakhirnya masa berlaku izin;

b. pencabutan izin; atau

c. pembatalan izin.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terjadi apabila:

a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha
selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;

b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan; dan/atau

c. memindahtangankan izin.

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui
proses peringatan terlebih dahulu dalam hal:

a. perolehan izin dilakukan dengan melawan hukum;
dan/atau

b. membahayakan kepentingan umum.

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ dilaksanakan apabila ditemukan ketidak
benaran data dan/atau informasi yang disampaikan
oleh pemohon izin.
BAB IV
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Pasal 8

Setiap usaha dan/atau kegiatan vyang akan
memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi
pada tanah wajib mendapat Izin Pemanfaatan Air
Limbah dari Bupati.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian UKL-
UPL.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat

(1) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang.

(1)

Pasal 10

Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan
air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi sekurang-kurangnya:

a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan,
dan tanaman;

b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
dan

c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.



(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

(6)

(7)

(1)

(2)
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Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pemrakarsa mengajukan permohonan izin
kepada Bupati.

Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang
diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukan bahwa pemanfaatan air limbah
ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan,
maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah
sebagai bagian dari Izin Pembuangan Air Limbah.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Bupati melalui Badan berkewajiban melakukan
pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah
setempat yang telah dibangun.

Bupati melalui Badan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan pembuangan air
limbah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan
kriteria pengawasan yang telah diatur menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati melalui Badan melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/
atau  kegiatan terhadap  ketentuan  perizinan
pembuangan air limbah.

Bupati melalui Badan berkewajiban secara berkala
melakukan pengawasan terhadap kualitas pengolahan
air limbah.

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan
pengawasan di bidang pembuangan air limbah.

Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat di dalam
pengawasan pembuangan air limbah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan
sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin;

d. pencabutan izin.
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(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 13

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan dari tanggung jawab pidana.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 14
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah = Kabupaten Jombang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ini berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;

menyuruh berhenti seorang tersangka;
melakukan penyitaan benda dan atau surat;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. penghentian  penyidikan  setelah  mendapat
petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Umum
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut
Umum, tersangka atau keluarganya;

=00

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar
ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1)
dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin
Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air
Limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis
masa berlakunya.

(2) Ketentuan  mengenai  teknis  pelaksanaan  Izin
Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air
Limbah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang,

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2014
BUPATI JOMBANG,

AR

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 6 Juni 2014
PIt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

S ]
A N
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IL.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup
orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat
bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air
yang diinginkan, perlu upaya pengelolaan air limbah.

Meningkatnya aktivitas penduduk, yang diikuti perkembangan
usaha dan/atau kegiatan industri, pemukiman, pertanian dan kegiatan
lain dibutuhkan air yang berdaya guna, tetapi di sisi lain dapat
berpotensi menimbulkan dampak negatip terhadap sumber-sumber air
yaitu penurunan kualitas sumber-sumber air akibat dari adanya air
limbah yang dibuang ke sumber air ataupun ke dalam tanah.

Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi
lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi
kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna,
produktivitas, daya dukung, dan daya tampung dari sumber air.

Berdasarkan definisinya, pencemaran air adalah turunnya
kualitas air sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan titik
tertentu adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai
tolak ukur untuk menentukan terjadinya pencemaran air, juga
merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau
dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Dalam hal baku mutu air untuk tiap-tiap kelas air di Daerah
berpedoman pada baku mutu air yang berlaku secara nasional maupun
provinsi. Dengan baku mutu air pada sumber air tersebut dan
memperhatikan kondisi sumber-sumber air di Daerah, akan dapat
dihitung berapa beban pencemar yang dapat ditanggung oleh air
penerima sehingga sumber-sumber air dapat tetap berfungsi sesuai
dengan peruntukannya.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Izin Pembuangan
Air Limbah, baik ke sumber air, maupun untuk pemanfaatan air limbah
ke tanah sebagai aplikasi pada tanah. Hal ini menjadi penting untuk
menjaga kualitas air dari pencemaran yang mungkin terjadi akibat dari
pembuangan air limbah yang tidak memenuhi prosedur baku mutu air.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
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Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17

Cukup Jelas.
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